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ABSTRAK 

PSAK No.106 menjelaskan pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan untuk pertanggungjawaban pengelolaan 

usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, BTM 

BIMU sebagai lembaga keuangan syariah tunduk di bawah Undang-

Undang Koperasi dengan Badan Hukum berbentuk Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah (KJKS). Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi 

acuan praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syariah baik bank 

maupun non bank di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah di BTM 

BIMU dan Menganalisis penerapan akuntansi musyarakah sesuai 

dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu 

dengan menganalisis data yang terkait dengan pengakuan, pengukuran 

penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakah berupa 

wawancara dan observasi data sekunder yang di peroleh dari KSPPS 

BTM BIMU kemudian membandingkan dengan PSAK 106. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa Pencatatan pengakuan 

dan pengukuran yang dilakukan oleh KSPPS BTM BIMU pada saat 

penyerahan modal berupa aset non-kas sudah sesuai dengan PSAK 

106. KSPPS BTM BIMU menyepakati kepada mitra aktif pembiayaan 

di awal akad diakui sebagai investasi masyarakah ini telah sesuai 

dengan PSAK 106. Pengungkapan yang dilakukan oleh KSPPS BTM 

BIMU dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi musyarakah 

yang ada di KSPPS BTM BIMU telah sesuai dengan PSAK 106, 

KSPPS BTM BIMU selaku mitra pasif menyajikan transaksi yang 

berhubungan dengan kas, baik pada saat penyerahan kas, saat 

pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil sebagi pembiayaan 

musyarakah menyajikan pencatatan dengan mendebet investasi 

musyarakah dan telah sesuai dengan PSAK 106. penerapan akuntansi 

musyarakah pada KSPPS BTM BIMU meliputi pengakuan, 

pengukuran penyajian dan pengungkapan akuntansi musyarakah telah 

sesuai dengan PSAK 106. 

Kata kunci : PSAK 106, Akuntansi, Musyarakah, Koperasi Jasa 

KeuanganSyariah
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ABSTRACT 

PSAK No.106 explains the recognition, measurement, 

presentation and disclosure for accountability in musyarakah business 

management and as a basis for determining profit sharing, BTM 

BIMU as a sharia financial institution is subject to the Cooperative 

Law with a Legal Entity in the form of a Sharia Financial Services 

Cooperative (KJKS). The implementation of PSAK should become a 

reference for accounting practices for Islamic financial institutions, 

both banks and non-banks in Indonesia. This research aims to analyze 

the application of musyarakah financing accounting at BTM BIMU 

and analyze the application of musyarakah accounting in accordance 

with PSAK 106 concerning musyarakah accounting. 

This research uses a descriptive qualitative method, namely 

by analyzing data related to the recognition, measurement of 

presentation and disclosure of musyarakah accounting in the form of 

interviews and observations of secondary data obtained from KSPPS 

BTM BIMU then comparing it with PSAK 106. 

The research results show that the recording of recognition 

and measurement carried out by KSPPS BTM BIMU when handing 

over capital in the form of non-cash assets is in accordance with 

PSAK 106. KSPPS BTM BIMU agreed that the active financing 

partner at the beginning of the contract is recognized as a community 

investment and is in accordance with PSAK 106 .The disclosures 

made by KSPPS BTM BIMU in terms of disclosing musyarakah 

accounting policies in KSPPS BTM BIMU are in accordance with 

PSAK 106, KSPPS BTM BIMU as a passive partner presents 

transactions related to cash, both at the time of handing over cash, 

when paying principal installments and Profit sharing for musyarakah 

financing is recorded by debiting musyarakah investments and is in 

accordance with PSAK 106. The application of musyarakah 

accounting at KSPPS BTM BIMU includes recognition, measurement, 

presentation and disclosure of musyarakah accounting in accordance 

with PSAK 106. 

 

Keywords: PSAK 106, Accounting, Musyarakah, Sharia Financial 

Services Cooperative 



 
 

v 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama : Maria Sari   

NPM : 1951030288 

Program Studi : Akuntansi Syariah  

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  

 

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan PSAK 106 

Tentang Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan Musyarakah  

Di KSPPS BTM BIMU” adalah benar-benar hasil karya penulis 

sendiri, bukan duplikasi ataupun pengutipan dari karya orang lain 

kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam 

footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu adanya 

penyimpangan dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

Bandar Lampung 31 Januari 2024 

 

 

 

Maria Sari 

1951030288 







 
 

vii 
 

MOTTO 

 

لخُْلطََاءِٓ ليََبْغِى بعَْضُهمُْ علََٰ 
 
نَ ٱ نَّ لَثِيًرا مِّ

ِ
لََٰ هِعَاجِهِۦ ۖ وَا

ِ
ََّ قاَلَ لقََدْ ظَلمََكَ بِسُؤَالِ هعَْجَتِكَ ا

ِ
 بعٍَْ  ا

تِ وَقلَِيلٌ مَّ  لِحَ َّٰ لصَّ َّٰ
 
لوُا۟ ٱ ينَ ءَامَنوُا۟ وَعََِ ِ لََّّ

 
َّهُۥ وَخَرَّ رَالِعًا ٱ تَغْفَرَ رَب س ْ

 
هُ فٱَ َّٰ َّ َّمَا فتَنَ ا هُُْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ ٱَه

 وَٱَنََبَ ۩

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh”  

(Qs shad ayat 24) 

  

” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini dibuat dengan judul “Penerapan PSAK 

106 Tentang Akuntansi Musyarakah Pada Pembiayaan 

Musyarakah Di KSPPS BTM BIMU” Penulis akan 

menjelaskan tentang penegasan judul yang akan dijadikan 

skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas 

mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah pahaman 

dalam memahami arti dari judul skripsi ini: 

1. Penerapan  

penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan 

suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan 

tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 

oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana 

dan tersusun sebelumnya
1
  

2. PSAK 106  

PSAK merupakan pedoman yang digunakan untuk 

membuat laporan keuangan berdasarkan standar 

akuntansi yang berlaku. Pernyataan tersebut selanjutnya 

dibuat dan disusun oleh IAI (Ikatan Akuntansi 

Indonesia).
2
  PSAK No. 106 merupakan standart 

akuntansi yang sering digunakan dalam pengelolaan 

produk perbankan syariah maupun lembaga keuangan 

syariah mengenai akad musyarakah.  PSAK 106 

menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan pengelolaan dana musyarakah baik 

                                                           
1 Zulfah, Z. (2017). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Think Pair Share Dengan Pendekatan Heuristik Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa Mts Negeri Naumbai Kecamatan 

Kampar. Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika, 1(2), 1-12. 
2Anwar, N. F., & Karamoy, H. (2014). Analisis penerapan metode 

pencatatan dan penilaian terhadap persediaan barang menurut PSAK No. 14 pada PT. 

Tirta Investama DC Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, 

Bisnis dan Akuntansi, 2(2). 
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untuk pemilik modal maupun pengelola usaha, serta 

dasar penentuan bagi hasil usaha musyarakah.
3
 

3. Akuntansi  

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan 

peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan 

dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang 

dan penginterpretasian hasil proses tersebut.
4
  

4. Pembiayaan  

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan 

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
5  

5. Musyarakah 

 Merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 

untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak 

memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan.
6
 

 

B. Latar Belakang  

Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam 

kegiatan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga-

lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Lembaga 

keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang 

menghubungkan antara dua pihak yang memerlukan dana dan 

pihak yang mengalami surplus dana. Lembaga keuangan, baik 

bank maupun bukan bank, mempunyai peran yang penting 

bagi aktivitas perekonomian. Peran tersebut dijadikan wahana 

                                                           
3 IAI. (2007b). Pernyataan standar akuntansi keuangan akuntansi 

musyarakah (PSAK No. 106). 
4 Budiman, E., Pangemanan, S., & Tangkuman, S. (2014). Analisis 

Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Manado 

2012. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(1). 
5 Ilyas, R. (2015). Konsep pembiayaan Dalam perbankan syari‟ah. Jurnal 

penelitian, 9(1). 
6 Hosen, N. (2009). Musyarakah mutanaqishah. 
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yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efesien ke arah peningkatan taraf hidupnya. 

Lembaga keuangan Islam saat ini bukan merupakan 

hal yang asing lagi di dunia, baik Negara Islam maupun 

Negara non-Islam. di Indonesia, lembaga keuangan Islam saat 

ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mengingat 

penduduk Indonesia mayoritas memeluk agama Islam. Maka 

segala kebutuhan yang berlandaskan syariah memang harus 

diperlukan, sehingga umat Islam terhindar dari unsur-unsur 

yang diharamkan oleh agama.  

Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak 

pertengahan tahun 1970-an, Perkembangan perbankan syariah 

di Indonesia diawali dengan berdirinya PT. Bank muamalat 

Indonesia, pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan 

syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari 

pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 

1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum 

operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya 

undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 

maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih 

kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank 

syariah. 

BTM BiMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah 

yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis 

Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung pada tahun 2004 

dengan nama Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung, 

namun sesuai dengan peraturan Kemenkop, pada RAT TB 

2015 berubah menjadi KSPPS BTM BiMU yaitu Koperasi 

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitut Tamwil 

Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama.
7
 Sebagai amal 

usaha, BTM BiMU tumbuh dan berkembang dibawah binaan 

PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan 

PWM Lampung. Pada mulanya BTM BiMU mendapat 

pinjaman dana dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah 

                                                           
7 BTM BIMU.id (On-line), diambil Pukul 23.18,15 Desember 2022 
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Wilayah Lampung sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). 

Dengan dana itulah BTM BiMU menjalankan fungsinya 

sebagai Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang jasa 

keuangan khususnya pembiayaan usaha yang beroperasi 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah (bagi hasil).
8
  

Salah satu produk BTM BiMU adalah penyaluran 

dana pada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan 

permodalan pembiayaan. Produk pembiayaan diharapkan 

dapat berjalan seimbang karena sangat bermanfaat untuk 

masyarakat. Namun pada praktiknya, sebagian besar BTM 

BiMU masih memperioritaskan penerapan produk yang 

dianggap aman dan disisi lain tidak terlepas dari adanya 

praktik bisnis yang memperhitungkan untung dan rugi. 

Untung dan rugi sangatlah mempengaruhi modal awal pada 

saat melakukan usaha.Dimana modal merupakan sesuatu yang 

penting dalam kegiatan usaha, bahkan dalam meningkatkan 

produktifitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah 

hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas 

penggunaan kekayaan memungkinkan suatu badan usaha 

untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat 

melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar.
9
 Ada dua 

istilah yang biasa digunakan dalam konsep dan sistem yang 

ada di bank syari‟ah yaitu penghimpunan dana dan penyaluran 

dana. Penyaluran dana di bank syari‟ah dapat dikembangkan 

dengan bentuk pembiayaan (financing), sebagaimana dalam 

bank konvensional disebut dengan kredit (lending). Dalam 

kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam 

                                                           
8 MELANI, M. (2019). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH 

TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA (Studi pada BTM 

BiMU Waydadi Sukarame Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan 

Lampung). 
9 Pratama, Y. S. (2020). ANALISIS STRATEGI PEMASARAN 

PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH ANGGOTA 

(Studi Pada KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden 

Intan Lampung). 
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pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki 

(margin) atau bagi hasil (profit sharing).
10

  

untuk mengelola semua produk pembiayaan dari 

BMT tersebut diperlukan perlakuan akuntansi supaya 

terstruktur dan adanya transparansi antara pihak BMT dengan 

anggota Akuntansi merupakan upaya untuk menjaga 

terciptanya keadilan dalam masyarakat karena akuntansi 

memelihara catatan sebagai accountability dan menjamin 

akurasinya. Selain itu, perintah untuk melakukan pencatatan 

dan perlakuan pada setiap transaksi sudah diterapkan sejak 

zaman Rasulullah. sebagaimana dijelaskan dalam surah al-

Baqarah ayat 282 yang berbunyi:
11  

 

ٰا مَنُ وْٰٓ  يٰ  ٰالَّذِيْنَ ٰاِلٰ ٓ  ايَ ُّهَا ٰبِدَيْنٍ ٰتَدَايَ نْتُمْ ٰاِذَا ٰاَجَلٍٰٓ  ا ى
كَٰاتِبٌٰٰٓ  مُّسَمِّىٰفاَكْتبُُ وْهُٰ نَكُمْ كَٰاتِبٌٰٰٓ  باِلْعَدْلِٰٰٓ  وَلْيَكْتُبْٰب َّي ْ وَلََٰيأَْبَ

ٰفَ لْيَكْتُبْٰ وُ ٰاللّ  ٰعَلَّمَوُ كَٰمَا ٰيَّكْتُبَ ٰعَلَٰٰٓ  اَنْ ٰالَّذِيْ ٰوَلْيَتَّقِٰوَلْيُمْلِلِ ٰالَْْقُّ يْوِ
اًٰمِنْوُٰٰيَ بْخَسْٰٰوَلََٰٰٓ  اللّ وَٰربََّو هًاٰالَْْقُّٰٰعَلَيْوِٰٰالَّذِيْٰٰكَانَٰٰفاَِنْٰٰٓ  شَيْ   ٰاوَْٰٰسَفِي ْ
فًٰ لَّٰىُوَٰفَ لْيُمْلِلْٰوَليُِّوضَعِي ْ ٰوَاسْتَشْهِدُوْآٰ  باِلْعَدْلِٰٰٓ  اٰاوَْٰلََٰيَسْتَطِيْعُٰاَنْٰيُُِّّ

ٰمَِّنْٰٰوَّامْرَاتَ نِٰٰفَ رَجُلٌٰٰرَجُلَيِْٰٰيَكُوْناَٰلَّّْٰٰفاَِنْٰٰٓ  رِّجَالِكُمْٰٰمِنْٰٰشَهِيْدَيْنِٰ
اءِٰٰمِنَٰٰتَ رْضَوْنَٰ ىهُمَاٰتَضِلَّٰٰانَْٰٰالشُّهَدََۤ ٰالَُْخْر ىفَ تُذَٰٰاِحْد  ىهُمَا ٰاِحْد  رَ ٰٓ  كِّ

ٰمَاٰدُعُوْاٰ ٰاِذَا اءُ ٰتَكْتبُُ وْهُٰٓ  وَلََٰتَسْ  مَُوْٰٰٓ  وَلََٰيأَْبَٰالشُّهَدََۤ ٰانَْ ٰاوَْٰٰٰا رًا صَغِي ْ
لِكُمْٰٰٓ  ٓ  ىٰاَجَلِوٓ  كَبِي ْراًٰاِلٰ  ٰٓ  وَادَْنٰ ٰللِشَّهَادَةِٰٰوَاقَْ وَمُٰٰاللّ وِٰٰعِنْدَٰٰاقَْسَطُٰٰذ 

ٰفَ لَيْسَٰٰٓ  اِلََّٰٰآ  تَ رْتاَبُ وْٰٰاَلََّٰ نَكُمْ ٰبَ ي ْ ٰتُدِيْ رُوْنَ هَا ٰحَاضِرةًَ ٰتَِِارةًَ ٰتَكُوْنَ اَنْ
                                                           

10 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: 

Teras, 2012), hlm.162 
11 Linaria, A. C., & Chintya, A. (2017). Penerapan PSAK No. 106 Pada 

Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro 

Lampung. EQUILIBRIUM, 32-46. 
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ٰتَكْتبُُ وْىَا ٰاَلََّ ٰجُنَاحٌ ٰٓ  وَاَشْهِدُوْٰٰٓ  عَلَيْكُمْ ٰتَ بَايَ عْتُمْ ٰاِذَا ٰيُضَاَۤرَّٰٰٰٓ  ا وَلََ
ٰە ٰشَهِيْدٌ ٰوَّلََ ٰفاَِنَّوٰٓ  كَاتِبٌ ٰتَ فْعَلُوْا ٰوَات َّقُوآٰ  ٰبِكُمْٰٰٓ  فُسُوْقٌٰٰٓ  وَاِنْ

ٌٌٰوَاللّ وُٰبِكُلِّٰشَيْءٍٰعَلِيْمٰٓ  وَيُ عَلِّمُكُمُٰاللّ وُٰٰٓ  وَٰاللّٰ   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 

Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang 

lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi 

itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 

dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di 

antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu 

tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual 

beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka 

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. 

dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada 
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waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-

orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam 

waktu satu, dua, atau tiga tahun. (Q.S. alBaqarah: 282)  

Oleh sebab itu Rasulullah saw bersabda: 

“Barangsiapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu 

hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan 

dalam waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu 

Allah SWT menurunkan ayat ke 282. Sebagai perintah apabila 

mereka utang-piutang maupun mu‟amalah dalam waktu 

tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. 

Hal mana untuk menjaga terjadinnya sengketa pada waktu-

waktu yang akan datang. (HR. Bukhari dari sofyan bin 

Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin katsir Abi 

Minhal dari Ibnu Abbas). Ayat ini adalah ayat yang 

terpanjang dalam al-Quran dan berbicara soal hak manusia. 

Yaitu memelihara hak keuangan masyarakat.
12 

Muhammad Syafi‟i Antonio menjelaskan perlakuan 

akuntansi ini juga berlaku bagi produk-produk pada lembaga 

keuangan bank maupun non bank, khususnya pada produk 

pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan 

oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan dengan dua belah pihak 

(shahibul maal dan mudharib) atau lebih.
13

 Tujuan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, 

membuka lapangan pekerjaan, terjadinya distribusi 

pendapatan dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai- 

nilai Islam.
14

  

Salah satu produk pembiayaan adalah musyarakah. 

Musyarakah adalah kerjasama diantara para pemilik modal 

                                                           
12 Sitompul, M., Nurlaila, N., & Harmain, H. (2016). Implimentasi Surat al-

Baqarah Ayat 282 Dalam Pertanggungjawaban Mesjid Di Sumatera Timur. Jurnal 

Human Falah, 3(2). 
13 Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan 

Syariah, Jakarta: LPFE Usakti, 2004. hlm 121. 
14 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah , 

(Yogyakarta:Teras, 2014), hlm 4. 
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yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari 

keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama 

menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu 

dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut.
15

 Modal yang 

ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan 

untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain 

tanpa seizin mitranya.  

pada tabel data pembiayaan dibawah ini, pembiayaan 

berdasarkan akad pembiayaan, Musyarakah memiliki jumlah 

nasabah yang sedikit. Adapun data anggota yang melakukan 

pembiayaan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1.1 

Data Nasabah Pembiayaan Tahun 2019-2021 

Pembiayaan 2019 2020 2021 

Murabahah 783 486 352 

Mudharobah 358 315 287 

Musyarakah 264 126 97 

Sumber: Data Nasabah Priode 2019-2021 KSPPS BTM BiMU 

 

Dengan melihat jumlah  pembiayaan bagi hasil pada 

tabel diatas diketahui bahwa pembiayaan murabahah pada 

tahun 2019 berjumlah 783 lebih banyak dari tahun 2020 dan 

2021 pembiayaan murabahah lebih diminati oleh para nasabah 

dikarenakan produk Murabahah merupakan produk jual beli 

dimana keuntungan yang akan didapatkan sudah pasti, dan 

mudharobah pada tahun 2019 berjumlah 358 sedangkan 

pembiayaana musyarakah di bandingkan dengan pembiayaan 

lain berjumlah lebih sedikit di bandingkan dengan 

pembiayaan lainnya, musyarakah pada tahun 2019 berjumlah 

264 lebih sedikit di bandingkan pembiayaan yang lain.     

                                                           
15 Linaria, Aprina Chintya, Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan 

Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung, (Lampung: Jurnal 

Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, 2017, 32 - 46   
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Musyarakah adalah kerjasama yang keuntungannya 

belum pasti sesuai dengan resiko yang akan ditanggung. 

KSPPS BTM BIMU sudah seharusnya berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip syariah dan memberlakukan akuntansi 

keuangan produk-produknya dengan PSAK. Pemberlakuan 

PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi 

lembaga keuangan syari‟ah baik bank maupun non bank di 

Indonesia.  

Dalam PSAK No. 106 telah mengatur pengakuan dan 

pengukuran serta penyajian dan pengungkapan tentang akad 

musyarakah. Agar modal kerja terbukti digunakan dengan 

benar, maka diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam 

setiap transaksi Musyarakah. Untuk menjalankan kegiatannya 

lembaga keuangan membutuhkan standarisasi yang dapat 

digunakan sebagai acuan dalam implementasi Akuntansi 

Pembiayaan Musyarakah. Oleh karena itu pemerintah 

menetapkan PSAK No. 106 sebagai pedoman dalam 

pelaporannya.   

BTM BIMU sebagai lembaga keuangan yang 

memiliki pengaruh cukup besar bagi masyarakat sudah 

seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dan 

memberlakukan akuntansi keuangan produk-produknya 

dengan PSAK. Pemberlakuan PSAK harusnya menjadi acuan 

praktek akuntansi bagi lembaga keuangan syari‟ah baik bank 

maupun non bank di Indonesia. BTM BIMU sebagai lembaga 

keuangan syari‟ah tunduk di bawah Undang-Undang Koperasi 

dengan Badan Hukum berbentuk Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah (KJKS).  

“Berdasarkan pernyataan bapak Sumarna beliau 

mengatakan untuk sistem pencatatan akuntansi di BTM 

BIMU masih menggunakan sistem KJKS, dan pihak BTM 

BIMU masih belum mengenal PSAK 106”.
16

 BTM BIMU 

merupakah lembaga keuangan syariah yang Pemberlakuan 

                                                           
16 berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada wawancara dengan 

(sumarna, sebagai bagian legal BTM BIMU, tanggal 06 September, 2023 di kantor 

KSPPS BTM BIMU). 
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PSAK harusnya menjadi acuan praktek akuntansi bagi 

lembaga keuangan syari‟ah. Untuk itu, perlu diteliti lebih 

lanjut mengenai praktik pembiayaan akuntansi Musyarakah di 

BTM BIMU dan kesesuaiannya dengan PSAK No. 106. Dari 

latar belakang tersebut, penulis mencoba mengevaluasi 

apakah KSPPS BTM BIMU telah menerapakan PSAK 106 

tentang akuntansi musyarakah. 

 

C. Fokus dan sub fokus penelitian 

Focus penelitian berdasarkan latar belakang masalah 

yang telah di bahas di atas maka focus penelitian ini adalah 

penerapan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah pada 

pembiayaan musyarakah.  

Sub-fokus penelitian sedangkan sub-fokus penelitian 

ini adalah tentang penerapan PSAK 106 tentang akuntansi 

musyarakah pada pembiayaan musyarakah di KSPPS BTM 

BiMU dalam hal ini mengerucut pada pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengukuran PSAK 106  tentang 

akuntansi musyarakah pada BTM BiMU apakah sesuai 

dengan PSAK 106 tentang Musyarakah. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan akuntansi musyarakah pada 

pembiayaan Musyarakah di KSPPS BTM BiMU?  

2. Apakah penerapan Akuntansi pembiayaan Musyarakah 

sesuai dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai peneliti  

dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan 

musyarakah di KSPPS BTM BiMU 

2. Untuk menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan 

musyarakah dengan PSAK 106 Tentang akuntansi 

musyarakah 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari 

penelitian yang telah dilaksanakan serta untuk menjelaskan 

manfaat penelitian yang telah dilakukan penelitian. Berikut 

adalah pemaparan manfaat pada penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi 

musyarakah dan proses pencatatannya menurut PSAK 

106 tentang akuntansi musyarakah. 

b. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi KSPPS BTM BiMU 

Sebagai bahan dan masukan bagi KSPPS BTM BiMU 

dalam implementasi akuntansi musyarakah dengan 

mengacu pada PSAK 106 tentang akuntansi 

musyarakah.  

sebagai referensi dan rujukan bagi bagi KSPPS BTM 

BiMU yang melakukan pembiayaan musyarakah, agar 

memberikan manfaat dalam penentuan langkah dan 

pengambilan keputusan. 

b. Bagi akademis 

Menambah pengetahuan tentang penerapan PSAK 106 

pada pembiayaan musyarakah dan dapat dijadikan 

sebagai bagan pertimbangan serta bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berikut penelitian yang pernah di lakukan dan penulis 

jadikan referensi sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang di lakukan oleh Linaria,Aprina Chinty 

yang berjudul  “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan 

Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro 

Lampung”  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang 

digunakan adalah teknik analisis kualitatif dengan metode 

berpikir deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT 

Al-Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 106. 

Pada pengukuran dan penyajian akutansi kurang sesuai, 

dikarenakan pengukuran BMT Al-Ihsan hanya 

menggunakan dana dalam bentuk kas saja, tetapi 

penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak 

efektif dan menyulitkan pihak BMT dalam pengelolaan 

sehingga lebih banyak resiko yang akan ditanggung oleh 

pihak BMT. Sedangkan pada penyajian pencatatan yang 

dibuat oleh BMT terhadap mitra aktif belum sesuai 

dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK dikarenakan 

mitra aktif hanya melakukan pencatatan secara sederhana, 

seperti pencatatan pada saat penerimaan dana, 

pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.
17

 

2. Penelitian yang di lakukan oleh Matsalul Jaki Mutki, 

(2015) yang berjudul  “Implementasi Pernyataan standar 

akuntansi (PSAK) 106 Terhadap transaksi Musyarakah 

Pada BMT Al Munawwarah” Metode penelitian yang 

digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu 

memberikan gambaran dan penilaian mengenai perlakuan 

akuntansi pembiayaan musyarakah pada BMT Al 

Munawwarah. Hasil analisis menyatakan bahwa 

implementasi pembiayaan musyarakah pada BMT Al 

Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106. 

Kesesuaian tersebut sudah meliputi pencatatan 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

                                                           
17 Chintya, A. Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi 

Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. 
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transaksi musyarakah. Berdasarkan kesimpulan di atas, 

penulis menyarankan agar BMT Al Munawwarah terus 

konsisten dalam mengimplementasikan PSAK 106 secara 

penuh yang disusun oleh IAI selaku organisasi yang 

mengatur standar akuntansi keuangan di Indonesia.
18

 

3. Penelitian yang di lakukan oleh Diyah Probowulan, 

Suwarno, Ahmad Rizal Habibbullah yang berjudul  

“TINJAUAN PENERAPAN PSAK 106 PADA 

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Studi Kasus Pada 

Koperasi BMT Muamalat Kalibaru Kab.Banyuwangi)” 

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, maka 

penelitian ini dimaksud untuk untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara umum penerapan pembiayaan 

musyarakah yang diterapkan oleh Koperasi BMT 

Muamalat Kalibaru telah sesuai dengan PSAK 106. 

Namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam 

penerapanya, yaitu apabila terjadi kerugian tidak 

dilakukan pencatatan dan penyajian kas dalam 

pembiayaan musyarakah seharusnya disajikan sebagai 

investasi musyarakah dimana hal tersebut yang sesuai 

dengan PSAK 106.
19

 

4. Penelitian yang di lakukan oleh HALIMUR RAHMAN 

(2015) yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN 

AKUNTANSI MUSYARAKAH BERDASARKAN 

PSAK No. 106 PADA BANK SYARIAH MANDIRI 

KANTOR CABANG MALANG”. Penelitian ini 

                                                           
18 Mutki, M. Z. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 

Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah (Bachelor's thesis, 

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS 

ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2016 M). 
19 Habibbullah, A. R. (2018). Tinjauan Penerapan Psak 106 Pada 

Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus pada Koperasi Bmt Muamalat Kalibaru Kab. 

Banyuwangi) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember). 
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menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan 

menganalisis data yang terkait dengan pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi 

musyarakah berupa wawancara dan observasi data 

sekunder yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri 

Kantor Cabang Malang kemudian membandingkannya 

dengan PSAK No. 106. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penerapan akuntansi musyarakah pada Bank 

Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang meliputi 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

telah sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106.
20

 

5. Penelitian yang di lakukan oleh Faisal Rahim dan Siswadi 

Sululing  yang berjudul “Penerapan PSAK No. 106 

Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk 

Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri 

Cabang Luwuk” Metode penelitian menggunakan metode 

analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan 

bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah 

menerapkan sistem pembiayaan yang operasionalnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 106 tentang 

akuntansi musyarakah.
21

  

 

 

H. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yaitu dengan menganalisis data yang terkait dengan 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

akuntansi musyarakah berupa wawancara dan observasi data 

sekunder yang diperoleh dari KSPPS BTM BiMU deskriptip 

                                                           
20 Rahman, H. (2019). Analisis penerapan akuntansi musyarakah 

berdasarkan PSAK no. 106 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). 
21 Sululing, S. Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah 

Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang 

Luwuk Faisal Rahim Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Luwuk. 
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kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka atau nominal 

tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat 

pertanyaan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna 

dan nilai tertentu yang diperoleh dari instrumen data kualitatif 

seperti kuesioner dan sebagainya.  

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami 

fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif 

pertisipan. Partisipan merupakan orang-orang yang diajak 

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, 

pendapat, pemikiran, persepsinya. Menurut Moleong (2017:6) 

yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah peneltian 

yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai meode yang ada. Penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti akan menguraikan hasil 

dalam bentuk deskripsi dan kata-kata.
22

 Metode deskriptif 

yaitu analisa terkait fakta yang sudah ditemukan.  

 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah KSPPS BTM BiMU Waydadi Sukarame Bandar 

Lampung yang beralamat di Jl. Pulau Tegal No.17, Way 

Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 

35131. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian 

ini adalah penerapan PSAK 106 tentang Akuntansi 

musyarakah pada pembiayaan  musyarakah.  

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Dimana Penelitian ini juga 

menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang ingin diungkapkan yaitu 

seperti data primer dan data sekunder, sebagai berikut: 

 

                                                           
22 Salma, A. (2019). Analisis Gerakan Literasi Sekolah Terhadap Minat 

Baca Siswa Siswa Sekolah Dasar. Mimbar PGSD Undiksha, 7(2). 
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a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana 

sebuah data dihasilkan. Dimana data ini  dapat di 

peroleh dengan melakukan pengamatan langsung di 

lapangan data dikumpulkan secara langsung dari 

sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, 

dokumentasi, observasi.
23

 data dari hasil pernyataan 

wawancara  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua 

setelah data primer. Data sekunder  di peroleh dari 

sumber yang sudah ada,  yaitu dari buku-buku dan 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

penelitian yang di lakukan, data sekunder pada 

penelitian ini di peroleh dengan pengumpulan 

dokumen yang terdapat di BTM BiMU Waydadi 

Sukarame. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Interview (wawancara) dengan mewawancarai pihak 

yang kompeten mengenai penerapan akuntansi di 

KSPPS BTM BIMU dalam hal ini bagian keuangan 

dan menejer operasional Penulis dalam penelitian ini 

melakukan wawancara langsung dengan:  

 

a. Ibu Hizwantini, sebagai Customer Service KSPPS 

BTM BIMU. 

b. Bapak Roni Azhari, S.H, sebagai Staff SDI 

&Pengembangan Bisnis KSPPS BTM BIMU.  

c. M. Arif Setyawan S.P, sebagai Direktur Keuangan 

KSPPS BTM BIMU. 

d. Bapak Sumarna, S.H.I, sebagai kabag legal dan IT  

KSPPS BTM BIMU. 

                                                           
23 Burhan Bunin, “Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”, 

(Jakarta:Prenada Media Group,2013), Hal 129. 
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Keempat narasumber dipilih karena mereka 

memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan 

terhadap topic penelitian. mereka dapat 

memberikan wawasan dan pemahaman mendalam 

tentang masalah yang sedang diteliti. 

2. Dokumentasi dalam hal ini penulis menggunakan 

data-data sumber-sumber dan dokumen terkait 

dengan laporan keuangan pembiayaan musyarakah 

yang penulis dapatkan dari: 

a. Profil perusahaan KSPPS BTM BiMU. 

b. Laporan keuangan KSPPS BTM BiMU. 

c. SOP pelayanan musyarakah KSPPS BTM 

BiMU. 

Dokumen-dokumen tersebut yang berhubungan 

dengan masalah penelitian di KSPPS BTM BiMU. 

 

4. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam mengelola penelitian ini penulis 

menggunakan pola deskriptif analisis dari hasil observasi 

dan bahan pustaka yakni penulis mencoba memaparkan 

semua data dan informasi yang diperoleh kemudian 

menganalisa data tersebut dengan pedoman sumber-

sumber tertulis dari orang-orang yang terlibat dengan 

objek. 

 

a. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka langkah 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data yang 

didapatkan akan di analisis terlebih dahulu secara 

deskriptip kualitatif dengan cara menggambarkan 

fenomena keadaan sebenarnya terlebih dahulu, 

melaporkan apa adanya sesuai data-data yang 

diperoleh untuk kemudian diinterpretasikan secara 

kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Menurut 

palton, analisis data adalah proses mengatur uraian 
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data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori 

dan uraian dasar. Definisi tersebut dapat memberikan 

gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan 

analisis data dapat dilihat dari segi tujuan penelitian
24

. 

Analisis data yang digunakan adalah analisa data 

kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data 

yang didapatkan berupa keterangan-keterangan dalam 

bentuk uraian. Kualitatif adalah sebuah prosedur 

peneliian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 

sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang 

diobservasikan dari manusia.
25

 Berdasarkan 

penjelasan diatas maka dalam menganalisis data, 

peneliti menggunakan data yang diperoleh dari 

sumber data primer. Data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan cara berfikir yang induktif, yang 

berawal dari informasi tentang bagaimana Penerapan 

PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah pada 

pembiayaan Musyarakah di KSPPS BTM BiMU. 

 

I. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan skirpsi ini penulis membagi menjadi 

beberapa bagian bab yang bertujuan untuk mengetahui 

gambaran umum dari skrispi ini dan dapat tersusun sebagai 

sebuah karya ilmiah yang baik dan sesuai dengan standar 

penulisan yang telah ditetapkan. Pada bagian awal terdiri dari 

cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak halaman 

persetujuan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar 

table, daftar gambar dan lampiran. Pada bagian inti terdiri dari 

beberapa bab yaitu:  

 

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang Penegasan 

Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus 

                                                           
24 Lexy J. Moleong. “Metode penelitian Kualitatif”, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2010),Hal.103 
25 Burhan Ashafa, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta:Rineka 

Cipta,2013) Hal.16 



 
 

 
 

19 

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang 

Relavan, Metode Penelitian Dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II : Landasan teori yang berisikan tentang agency theory 

Akuntansi syariah, SAK Syariah, PSAK 106, 

Kerangka berfikir 

 

BAB III : Deskripsi objek penelitian yang berisikan tentang 

Gambaran Umum Objek dan Penyajian fakta, data 

penelitian  dan hasil analisil wawancara KSPPS 

BTM BIMU 

 

BAB IV : Analisis data penelitian yang berisikan tentang 

Analisis Data Penelitian Serta Temuan   Dalam 

Penelitian.  

 

BAB V :Yang berisikan hasil dari Kesimpulan Pada Penelitian 

Yang Telah Dilakukan Dan Rekomendasi Yang 

Diberikan Oleh Peneliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Agency theory 

Agency theory merupakan teori yang menjelaskan 

hubungan antara manajemen perusahaan selaku agen 

dengan pemilik modal selaku pihak principal. Teori ini 

dikenalkan oleh Alchian dan Demsetz dan Jansen dan 

Meckling. 
26

  

Teori Penelitian ini dilandasi oleh teori agensi dan 

teori sinyal. Jensen dan Meckling telah mengemukakan 

teori agensi yang membahas bahwa hubungan keagenan 

yang terjadi di dalam perusahaan merupakan sebuah 

kontrak atau kesepakatan antara pihak agen (manajer) dan 

pihak prinsipal (pemilik). Dalam hubungan ini, pihak 

prinsipal melimpahkan wewenang kepada pihak agen 

untuk mengambil keputusan terkait pengelolaan 

perusahaan. Manajer sebagai agen atau pihak yang 

melakukan pengelolaan perusahaan memiliki lebih banyak 

informasi berkaitan dengan internal perusahaan daripada 

pihak prinsipal. Sehingga manajer wajib membagikan 

informasi tentang keadaan perusahaan melalui 

pengungkapan dalam laporan keuangan kepada prinsipal. 

Informasi ini memiliki arti penting bagi pengguna 

informasi seperti pihak prinsipal karena pihak eksternal 

memiliki kondisi yang paling besar ketidakpastiannya dan 

membutuhkan informasi tersebut sebagai bahan 

pengambilan keputusan ekonomi.
27

 Hubungan keagenan 

pada perusahaan perbankan syariah sangat kompleks 

                                                           
26 Sulistyaningsih. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risk 

Management Disclouser (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

DiBursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014), Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 

Vol. 1, No. 1 (2016). 4. https://doi.org/10.23917/reaksi.vlil.1973 
27 Sari, Y. N., & Suprayogi, N. (2022). Analisis Determinan Tingkat 

Pengungkapan Informasi Akuntansi Pada Transaksi Pembiayaan Bank Umum 

Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9(4). 
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daripada perusahaan non bank. Perusahaan perbankan 

syariah diatur oleh berbagai regulasi yang ditetapkan oleh 

BI. Regulasi tersebut disebabkan karena bank merupakan 

lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan 

dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sehingga risiko 

yang harus dihadapi bank sangat besar. Ketidakmampuan 

untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh 

terhadap likuiditas bank.  

Teori Sinyal berasal dari teori akuntansi pragmatik 

yang fokus membahas perubahan perilaku pengguna 

informasi yang dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh. 

Pengungkapan informasi merupakan bentuk sinyal yang 

diberikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal. 

Pengungkapan informasi memberikan sinyal bahwa 

perusahaan memiliki prospek dan kinerja baik (good news) 

atau dapat memberikan sinyal bahwa kondisi perusahaan 

sedang buruk (bad news) Teori ini juga membahas bahwa 

perusahaan menyampaikan sinyal dalam bentuk 

pengungkapan informasi pada laporan keuangan kepada 

pihak luar untuk mengurangi informasi asimetris sehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan Informasi asimetris 

adalah perbedaan informasi yang diperoleh antara pihak 

yang satu dengan pihak yang lain. informasi asimetris pada 

industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas 

yang lebih tinggi dari industri lainnya. Informasi Asimetris 

terjadi di antara manajer bank, debitur, deposan, 

pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Informasi 

keuangan yang asimetris ini adalah sumber risiko yang 

tinggi, baik risiko pembiayaan, risiko operasional maupun 

risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama 

terjadinya kejahatan perbankan. 

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan operasionalnya dengan melayani jasa 

pembayaran, serta penghimpunan dan pembiayaan dana 

berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah menerapkan 

prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai landasan 
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operasinya. Kegiatan tersebut memberikan pendapatan 

berupa bagi hasil, margin keuntungan, upah (ujrah), dan 

pungutan lain seperti biaya administrasi. Penghasilan bank 

syariah terbesar berasal dari produk pembiayaan, sehingga 

pembiayaan termasuk kegiatan yang paling dominan di 

bank syariah. Pembiayaan adalah penyediaan atau 

penyaluran dana kepada nasabah dengan berbagai bentuk 

transaksi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Semakin 

dominan suatu kegiatan maka semakin tinggi resikonya. 

Oleh karena itu informasi terkait pembiayaan perlu untuk 

diungkapkan secara penuh. pengungkapan adalah 

informasi dan komunikasi pelengkap di dalam laporan 

keuangan seperti analisis manajemen tentang operasi 

mendatang, peristiwa setelah pelaporan, peramalan 

keuangan, catatan kaki, dan laporan keuangan tambahan. 

Belkaoui menyatakan bahwa pengungkapan bertujuan 

untuk memberikan informasi yang dibutuhkan stakeholder 

dalam menilai risiko dan potensi perusahaan serta 

membantu dalam penilaian atas pengembalian dari 

investasi. Ousama dan Fatima menjelaskan bahwa dalam 

perspektif Islam, pengungkapan didasarkan pada dua 

persyaratan umum akuntansi Islam: konsep akuntabilitas 

sosial dan konsep pengungkapan penuh.  

Pengungkapan penuh informasi yang relevan dan 

dapat diandalkan harus membantu pengguna eksternal 

dalam membuat keputusan ekonomi dan agama, selain itu 

juga untuk membantu manajemen dalam memenuhi 

akuntabilitas mereka kepada Tuhan dan masyarakat. Oleh 

sebab itu, tingkat pengungkapan yang tinggi penting 

supaya informasi yang diberikan lengkap, akurat, jelas dan 

dapat dipercaya sehingga dapat memenuhi kepentingan 

pihak pengguna terutama pemegang saham. Pengungkapan 

telah diatur dalam standar akuntansi.  

Standar akuntansi digunakan sebagai acuan untuk 

menganalisis dan memahami laporan keuangan oleh para 

pengguna seperti investor, pemegang saham, pemilik dana, 
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pengelola zakat, pihak yang melakukan transaksi bisnis, 

dan pihak lain yang berkepentingan). IAI menerbitkan 

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) di 

Indonesia berupa PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) Syariah.  

Standar ini dapat digunakan oleh entitas syariah 

maupun non syariah yang melakukan transaksi syariah 

dengan merujuk pada fatwa MUI. Selain itu, sesuai 

Peraturan BI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi 

dan Publikasi Laporan Bank, bahwa diperlukan adanya 

ketentuan tentang pedoman pelaksanaan akuntansi 

perbankan syariah Indonesia. Pedoman Akuntansi 

Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) adalah panduan 

pelaksanaan dan pemaparan dari beberapa PSAK untuk 

perbankan syariah. 

 

2. Akuntansi syariah  

Akuntansi syariah merupakan bagian dari kegiatan 

bisnis dengan konsep Islam yang mengandung muamalah 

dalam kajian  Islam.   Kegiatan   muamalah   merupakan   

kegiatan   yang   berhubungan   degan   manusia   tetapi   

mempunyai   nilai pertanggungjawaban dihadapan Allah 

SWT.
28

  

Secara etimologi Akuntansi Syariah terdiri dua kata 

yaitu akuntansi dan syariah. Secara etimologi kata akuntansi 

berasal dari bahasa inggris, “Accounting” dalam bahasa 

arabnya disebut “muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, 

hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, 

hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, 

mengkalkulasikan, mendata atau menghisab, yakni 

menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat 

dalam pembukuan tertentu. Kata hisab banyak ditemukan 

dalam al-quran dengan pengertrian yang hamper sama, yaitu 

                                                           
28 Harahap, J. P. R., Nasution, M. D., & Lubis, R. H. (2023). Akuntansi 

Syariah Sebagai Sistem Informasi. Journal of Business and Economics Research 

(JBE), 4(1), 35-40. 
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berujung pada jumlah atau angka. Sementara secara 

etimilogis bahwa syariah adalah jalan, aturan dan hokum 

yang diciptakan oleh Allah SWT yang harus ditegakkan oleh 

umat manusia. Akuntansi syariah ialah suatu aktifitas yang 

teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, 

tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan 

syari‟at dan jumlah-jumlahnya. Didalamnya tercantum 

catatan-catatan yang representatif, serta berkaitan dengan 

pengukuran dengan hasil-hasil keuangan yang berimplikasi 

pada transaksitransaksi, tindakan-tindakan dan keputusan-

keputusan tersebut yang bertujuan untuk membantu 

pengambilan keputusan yang tepat.  

Akuntansi Syariah pada hakekatnya ialah penggunaan 

akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. Akuntansi 

syariah ada dua versi, Akuntansi syariah yang secara nyata 

telah diterapkan pada era dimana masyarakat menggunakan 

sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi Saw, 

Khulaurrasyidin dan pemerintah Islam lainnya. Kedua 

Akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana 

kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai “dihegemony” oleh 

sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. 

Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon 

situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi 

ialah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan 

masyarakat akan informasi yang disuplainya.  

Akuntansi Syariah sebagai praktek akuntansi yang 

bertujuan untuk membantu mencapai keadilan sosial 

ekonomi “al falah”. Selain itu juga untuk mengenal 

sepenuhnya akan kewajiban kepada Tuhan, Individu dan 

masyarakat yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait 

pada aktivitas ekonomi seperti akuntan, manajer, auditor, 

pemilik, pemerintah sebagai sarana bentuk ibadah. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, 

klarifikasi dan pelaporan dalam mengambil keputusan 

ekonomi berdasarkan prinsip akad- akad syariah yaitu tidak 
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mengandung zhulum (kezaliman), riba, judi, penipuan, 

barang yang haram dan membahayakan. Pengertian diatas 

tentunya memiliki kesamaan makna bahwa akuntansi 

syariah lebih pada penegakan syariat islam dalam 

bermuamalah.Tentunya dengan mengedepankan yang baik 

dan menghindarkan yang buruk dan tetap menekankan pada 

pertanggungjawaban atau accountability yang tujuannya 

menjaga keadilan dan kebenaran.  

Konsep Dasar Akutansi Syariah Konsep adalah 

gambar abstrak yang dibentuk dengan menggambar ide, 

biasanya dengan mengamati fenomena. Konsep adalah 

gambaran realitas yang dikelompokkan bersama oleh 

fenomena berbeda dengan karakteristik serupa. Tingkat 

abstraksi konsep bersifat progresif sesuai dengan seberapa 

mudah seseorang dapat mengenali fenomena ini. Demikian 

pula, abstraksi teori akuntansi syariah harus menggambarkan 

dengan baik realitas fenomena praktik akuntansi. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu konsep yang baik dan sesuai 

dengan kaidah syari'ah untuk menjelaskan akuntansi dari 

perspektif syari'ah.  

 Dasar Hukum Akuntansi Syari‟ah Dasar hukum 

dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah 

Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas 

(persamaan suatu peristiwa tertentu), dan „Uruf (adat 

kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam. 

Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah, memiliki karakteristik 

khusus yang membedakan dari kaidah Akuntansi 

Konvensional. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai 

dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk 

disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan 

masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut.
29

 

 

 

                                                           
29 Rabiahaladawiyah, R., & Wirman, W. (2023). Pengembangan Teori dan 

Praktek Akuntansi Syariah Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(4), 
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3. SAK Syariah 

Pada saat membuat laporan keuangan, akuntan perlu 

mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar 

ini adalah patokan dalam penyusunan, pencatatan, penyajian, 

dan perlakuan laporan keuangan, agar informasi keuangan 

yang dihasilkan, relevan bagi pengguna laporan. Jika laporan 

keuangan keuangna perusahaan mendasarkan pada SAK, 

maka laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan 

laporan keuangan sebelumnya atau dapat dibandingkan 

dengan laporan keuangan perusahaan sejenis dalam periode 

yang sama. Dengan begitu, akuntan bisa menganalisa 

perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Oleh karenanya 

pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

wajib bagi akuntan.
30

  

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) 

adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki 

transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar 

akuntansi keuangan syariah terdiri atas kerangka konseptual 

penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian 

laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah 

seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna. 

Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh 

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK 

Syariah). Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi 

sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam 

menyusun laporan keuangan.
31

  

PSAK-Syariah. PSAK-Syariah merupakan pedoman 

akuntansi yang dapat digunakan organisasia Syariah dalam 

kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain SAK-Syariah 

merupakan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan 

                                                           
30 Wahidahwati, W., Lisa, O., & Zahro, M. A. (2021). PENINGKATAN 

KOMPETENSI GURU EKONOMI (SMA, SMK DAN MA) DI KABUPATEN 

PACITAN “UPDATE SAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK-EMKM, SAK-SYARIAH DAN 

SAP”. Journal Community Service Consortium, 2(1). 
31 Hanum, F., Rahman, A., & Husna, A. (2022). Pengaruh SAK Syariah dan 

Audit Syariah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Syariah Kota 

Medan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3728-3740. 
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perusahaan yang menggunakan kebijakan syariah dalam 

menjalankan usahanya. Berbeda dengan SAK-IFRS, SAK-

Syariah ditetapkan oleh Dewan Akuntansi Syariah. Lembaga 

berbasis Syariah di Indonesia seperti badan Zakat, Bank 

Syariah, dan juga Pegadaian Syariah dan organisasi atau 

perusahaan yang berbasis syariah lainnya.  

SAK-Syariah disusun dengan mendasarkan pada fatwa 

MUI. SAK-Syariah dapat diterapkan bersama dengan SAK-

IFRS jika diperlukan. Misalnya Bank Syariah yang memiliki 

akuntabilitas publik, maka pertama laporan keuangan harus 

dibuat menggunakan SAK IFRS, kemudian digunakan SAK-

Syariah untuk segala transaksi yang memiliki basis 

Syariah.
32

 

 

4. PSAK 106 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 

merupakan sebuah tatanan petunjuk untuk pembuatan 

laporan keuangan akuntansi yang berisikan aturan yang 

berkaitan dengan pencatatan, pembentukan, penelaahan, 

serta penyuguhan laporan keuangan. 

1. Cakupan standar akuntansi syaraiah 

Akunatansi musyarakah di atur di dalam psak 106 tentang 

akuntasni musyarakah. Berdasarkan psak 106 tersebut 

memuat pengakuan pengukuran tentang akuntansi 

musyarakah baik dari sis mitra aktif maupun dari mitra 

pasif.
33

 Menurut psak 106 mitra aktif adalah 

2.  Tujuan 

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 

musyarakah 

 

                                                           
32 Wahidahwati, W., Lisa, O., & Zahro, M. A. (2021). PENINGKATAN 

KOMPETENSI GURU EKONOMI (SMA, SMK DAN MA) DI KABUPATEN 

PACITAN “UPDATE SAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK-EMKM, SAK-SYARIAH DAN 

SAP”. Journal Community Service Consortium, 2(1). 
33 Kautsar riza salamn, akuntansi perbankan syariah berbasis psak syariah, 

(Jakarta:penerbit indeks, 2012), h. 250. 
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3. Ruang lingkup 

Pernyataan ini dilakukan oleh entitas yang melakukan 

transaksi musyarakah 

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan 

akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan 

akad musyarakah. 

4. Karakteristik 

Para mitra (syarik) bersama-sama menyediakan dana 

untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, 

baiak usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. 

Selanjutnya  salah satu mitra dapat mengembalikan dana 

tersebut dalam bagi hasil yang telah di sepakati nishabnya 

secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. 

Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk 

kas, setara kas, asset nonkas. Karena setiap mitra tidak dapat 

menjamin mitra lainnya, maka setiap mitara dapat meminta 

mitra lainya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau 

kesalahan yang di sengaja. Beberapa hala yang menunjukan 

kesalahan yang di sengaja adalah: 

a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan 

dana investasi, manipulasi biaya dan pendapatan 

oprasiaoanl; atau 

b. Melaksanakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

Jika tidak terdapat kesepakatan terhadap pihak yang 

bersengketa maka kesalahan yang di sengaja harus di 

buktikan berdasarkan keputusan istitusi yang berwenang. 

Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para 

mitra secara proposional sesuai dengan dana yang di 

setorkan (baik berupa kas maupun aset nokas). Atau sesuai 

dengan nishab yang di sepakati oleh para mitra. Sedangkan 

kerugian dibebankan secara proposional sesuai dengan dana 

yang di setorkan  (baik berupa kas maupun aset non kas) 

Jika salah satu mitra memberikan kontribiusi atau 

nilai lebih dari nittra lainnya dalam akad musyarakah maka 

mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar 

untuk dirinya bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa  
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pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi 

dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.  

Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra di tentukan 

berdassarkan nishab yang di sepakati dari hasil usaha 

usaha yang di peroleh selama priode akad, bukan dari 

jumlah investasi yang di salurkan.  

Pengelola musyarakah mengaadministrasikan 

transakasi usaha yang terkait dengan investasi 

musyarakah yang di kelola dalam catatan akuntansi 

tersendiri. 

1. Pengakuan dan pengukuran   

Untuk pertanggungjawaban ppengelola usaha 

musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, 

maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha 

musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang 

terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.
34

 

2. Akuntansi untuk mitra aktif  

a. Pada saat akad 

Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan 

kas atau asset nonkas untuk usaha musyarakah. 

Pengukuran investasi musyarakah 

1) Dalam bentuk kas dinilai sebagai jumlah yang di 

serahkan; dan 

2) Dalah bentuk aset nonkas di nilai sebesar nilai 

wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar 

dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut 

diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah 

dalam dalam ekuitas. selisih penilaian aset 

musyrakah tersebut di amortisasi selama masa 

akad musyrakah. 

 

Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar 

nilai wajar di susutkan dengan jumlah penyusutan 

yang mencerminkan: 
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1) Penyusutan yang di hitung dengan model biaya 

historis; di tambah dengan  

2) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian 

kembali pada saat penyerahan aset nonkas untuk 

usaha musyarakah. 

Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan 

penurunan nilai aset maka penurunan  nilai ini langsung 

diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang 

telah di nilai sebesar nilai wajar disusunkan berdasrkan 

nilai wajar yang baru. 

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah 

(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui 

sebagai bagian investasi masyarakat kecuali ada 

persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. 

Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif 

misalnya, bank syariah diakui sebagai investasi 

masyarakat dan di sisi lain sebagai dana syirkah temporer 

sebesar: 

1. Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 

diterima; dan 

2. Dana dalam bentuk aset non khas dinilai sebesar 

nilai wajar dan disusunkan selama masyarakat atau 

selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak 

akan dikembalikan kepada mitra pasif. 

 

b. Selama akad 

Bagian mitra aktif atas investasi masyarakat dengan 

pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai 

sebesar; 

1. Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha 

masyarakat pada awal akad dikurangi dengan 

kerugian (jika ada); atau  

2. Nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat 

penyerahan untuk usaha masyarakat setelah 

dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). 
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Bagian mitra aktif atas investasi masyarakat 

menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif 

secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai 

wajar aset non kas yang diserahkan untuk usaha 

masyarakat pada awal akad ditambah dengan jumlah 

dana syirkah temporer yang telah dikembalikan 

kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika 

ada). 

 

c. Akhir akad 

Pada saat akad diakhiri, investasi masyarakat yang 

belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai 

liabilitas. 

Pengakuan hasil usaha 

Pendapatan usaha masyarakat yang menjadi hak mitra 

aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan 

atas pendapatan usaha masyarakat titik sedangkan 

pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak 

pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas. 

Kerugian investasi masyarakat diakui sesuai dengan 

porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai 

aset musyarakah. 

Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra 

aktif atau pengelolaan usaha maka kerugian tersebut 

ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha 

masyarakat. 

Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam 

praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil 

atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi 

mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan 

secara terpisah. 

3. Akuntansi Mitra Pasif  

Mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola 

usaha (biasanya adalah lembaga keuangan).  
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a. Pada saat akad  

1) Investasi musyarakah diakui pada saat 

pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas 

kepada mitra aktif musyarakah.  

Pengukuran investasi musyarakah 

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 

dibayarkan; dan  

2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai 

wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar 

dan nilai tercatat nonkas, maka selisih tersebut 

diakui sebagai; (1) Keuntungan tangguhan dan 

diamortisasi selama akad, (2) Kerugian pada 

saat terjadinya.  

2)  Investasi musyarakah nonkas yang diukur 

dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan 

berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas 

aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi 

keuntungan tangguhan.  

3) Biaya yang terjadi selama akad 

musyarakah(misalnya; biaya studi kelayakan) 

tidak dapat diakui sebagai investasi musyarakah 

kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra 

musyarakah.
35

  

b. Selama akad   

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah 

dengan pengembalian dana mitra pasif diakhir akad 

dinilai sebesar :  

1) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha 

musyarakah pada awal akad dikurangi dengan 

kerugian (jika ada); atau.  

2) Nilai wajar asset musyarakah non kas pada saaat 

penyerahan untuk usaha musyarakah setelah di 

kurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). 
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Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah 

menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif 

secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang di 

bayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad di 

kurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan 

kerugian (jika ada). 

c. Akhir akad  

Pada saat akad akhiri, investasi musyarakah yang 

belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai 

piutang.  

a.  Pengakuan hasil usaha  

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui 

sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif 

sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian 

investasi musyarakah diakui sesuai dengan 

porsi dana.  

b. Penyajian  

Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut 

yang terkait dengan usaha musyarakah dalam 

laporan keuangan:  

1) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh 

mitra aktif dan dana yang diterima dari 

mitra pasif disajikan sebagai investasi 

musyarakah.  

2) aset musyarakah yang di terima dari mitra   

pasif disajiakan sebagai unsur dana syirkah 

temporer untuk; 

3) Selisih penilaian aset musyarakah , bila 

ada disajikan dalam bentuk equitas.  

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang 

terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan:  

1) Kas atau aset nonkas yang diserahakan 

kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi 

musyarakah.  

2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian 

aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar 
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disajikan sebagai pos lawan (contra account ) 

dari investasi musyarakah. Untuk menjaga ruh 

atau ideologi Muhammadiyah, pengurus dan 

pengawas BTM merupakan representasi 

Muhammadiyah. Aturan ini tidak boleh tertera 

di dalam Anggaran Dasar BTM tetapi dapat 

diatur didalam Anggaran Rumah Tangga 

(ART). Disamping kepemilikan secara 

perorangan. Muhammdiyah akan mendapat 

bagian dari laba/SHU sebagai Syirkah wujuh 

dan dana da‟wah BTM atau sejenis CSR 

(Corperate Sosial Responbility).  

 

5. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir adalah serangkaian konsep 

dan kejelasan hubungan antara konsep tersebut 

yang di rumuskan oleh peneliti berdasarkan 

tinjauan pustaka dengan meninjau teori yang 

disusun dan hasil – hasil penelitian terdahulu yang 

terkait yang berguna sebagai dasar untuk 

menjawab pertanyaan- pertanyaan penelitian yang 

di angkat. 
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BAGAN 2.1 

Kerangaka berfikir 
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